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MOTTO 

 

 

                            

                         

        

Tuhanmu tidak meninggalkan mu dan tidak pula membencimu 
dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagi mu dari pada yang 

permulaan dan sungguh kelak Tuhan mu pasti memberikan 
karuniaNya kepada mu sehingga engkau menjadi puas bukankah 

Dia  
mendapati mu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu dan 

Dia mendapati  
sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk dan 

Dia  
mendapati mu sebagai seorang yang kekurangan lalu  

Dia memberikan kecukupan. 
(QS Ad-Dhuha : 3-8) 

 

                               

           

Wahai jiwa yang tenang kembali lah kepada Tuhanmu dengan hati 
ridho  

dan diridhai-Nya Maka masuklah ke dalam golongan hamba-
hamba-Ku 

 dan masuklah ke dalam surga-Ku  
(QS Al Fajr : 27-30) 
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Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka 
itu adalah sebaik-baik makhluk balasan mereka di sisi Tuhan 

mereka adalah surga „Adn yang mengalir di  
bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya. Allah ridho terhadap  
mereka dan mereka pun ridho kepada-Nya. Yang demikian itu 

adalah balasan 
bagi orang yang takut kepada Tuhannya. 

(QS Al-Bayyinah : 7-8) 
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ABSTRAK 

Oktorio Ogi Saputra. 2024. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Dinas Perhubungan Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi. Jurusan Hukum 

Tata Negara, Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri 

Fatmawati Bengkulu, Pembimbing I: Prof. Dr. H. Jhon 

Kenedi, SH.,M.Hum. Pembimbing II: Hidayat Darussalam, 

M.E.Sy. 

Kata Kunci: Dinas perhubungan, undang-undang nomor 22 tahun 

2009, lalu lintas dan angkutan jalan, siyasah dusturiyah. 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus 

dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan 

keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas 

dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan 

ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh 

karena itu penelitian ini mendapati dua rumusan masalah yaitu. 

Pertama Bagaimana Kewewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

dinas perhubungan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan? Kedua Bagaimana 

Kewewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan 

Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan angkutan Jalan perspektif  siyasah Dusturiyah? Adapun 

tujuan dalam penelitian ini ada dua yaitu secara teoritis dan secara 

praktis. Secara teoritis Penelitian ini dilakukan agar dapat 

memberikan wawasan pengetahuan Kewewenang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan Ditinjau Undang Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan 

perspektif siyasah Dusturiyah” sedangkan secara praktis Hasil 
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penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat dan 

PNS Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan.  

Hasil penelitian ini Dalam Tinjauan siyasah Dusturiyah 

terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seorang pemimpin 

memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang sudah 

diembannya yang sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat.  

Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

belum berjalan secara optimal dan terdapat beberapa faktor 

penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. 
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ABSTRACT 

Oktorio Ogi Saputra. 2024. The Authority of Civil Servant 

Investigators from the Transportation Service in View of 

Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and 

Transportation from the Siyasah Dusturiyah Perspective. 

Thesis. Department of Constitutional Law, Faculty of 

Sharia, Fatmawati State Islamic University Bengkulu, 

Supervisor I: Prof. Dr. H. Jhon Kenedi, SH., M. Hum. 

Supervisor II: Hidayat Darussalam, M.E.Sy. 

Keywords: Department of transportation, law number 22 of 2009, 

traffic and road transportation, siyasah dusturiyah. 

  

 Road Traffic and Transportation (LLAJ) must develop its 

potential and role to realize security, comfort, prosperity, traffic 

order and road transportation in order to support economic 

development and the development of science and technology, 

regional autonomy, and accountability in state administration. 

Therefore, this research found two problem formulations, namely. 

First, what is the authority of Civil Servant Investigators in the 

transportation service according to Law Number 22 of 2009 

concerning Road Traffic and Transportation? Second, how is the 

authority of civil servant investigators in the transportation service 

viewed from Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and 

Transportation from a Dusturiyah siyasah perspective? There are 

two objectives in this research, namely theoretical and practical. 

Theoretically, this research was carried out in order to provide 

insight into the authority of Civil Servant Investigators in the 

transportation service. Reviewing Law Number 22 of 2009 

concerning Road Traffic and Transportation from a Dusturiyah 

siyasah perspective," while practically the results of this research 

are expected to be useful for the community and civil servants. 
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Duties of Employee Investigators Civil Affairs Department of 

Transportation.  

 The results of this research are in the review of the 

Dusturiyah siyasah related to the Implementation of Law Number 

22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. A leader 

has the responsibility to carry out the mandate he has carried out in 

accordance with the policies that have been made.  The conclusion 

of this research is that the implementation of Law Number 22 of 

2009 concerning Road Traffic and Transportation has not run 

optimally and there are several inhibiting factors that influence the 

implementation of these regulations. 
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